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Abstrak

Di Indonesia, industri thrifting sedang berkembang pesat dalam masa
pemulihan pasca covid 19, didorong oleh peningkatan kesadaran akan isu lingkungan
dan perubahan preferensi konsumen. Salah satu regulasi yang mempengaruhi industri
thrifting di Indonesia adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (P3DN), yang
bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam negeri di negara tersebut. Regulasi ini
bertujuan untuk menarik minat investor asing untuk bermitra dengan perusahaan
lokal dan berinvestasi dalam sektor tertentu untuk memenuhi syarat untuk insentif
tertentu, seperti pembebasan pajak dan akses ke proyek pengadaan pemerintah.
analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang
dengan adanya regulasi P3DN dan larangan impor terhadap perdagangan thrifting di
Indonesia. Hasil dari analisis ini adalah regulasi P3DN memberikan tantangan dan
peluang bagi industri thrifting di Indonesia dan tidak memberikan dampak yang
signifikan terhadap perdagangan thrifting di Indonesia. Regulasi ini dapat
menciptakan hambatan bagi industri dalam mengakses pembiayaan dan memenubhi
regulasi pemerintah, namun juga memberikan kesempatan bagi industri untuk
bersaing, memperluas bisnis, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Introduction

Industri fashion global merupakan salah satu industri terbesar yang
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, industri ini juga
merupakan salah satu industri yang menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam,
dengan dampak yang signifikan terhadap sumber daya alam, polusi, dan emisi
karbon.

Menurut data dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang
bersumber dari katadata.co.id, industri fashion menghabiskan air sebanyak 93 miliar
M3 dan menciptakan 20% air limbah yang berasal dari pencelupan bahan kimia
untuk pengolahan kain. Selain itu, industri fashion juga menjadi penyebab 10% emisi
karbon global tahunan yang diprediksi akan terus melonjak lebih dari 50% pada
tahun 2030.



Menurut survei terbaru oleh YouGov Omnibus 2017, yang dikutip dari
katadata.co.id, dua pertiga (66%) orang dewasa Indonesia telah membuang pakaian
dalam satu tahun terakhir, dan seperempat (25%) telah membuang 10 item pakaian
atau lebih dalam satu tahun terakhir. Dari berbagai masalah yang telah dijabarkan,
problema tersebut mengarah pada munculnya sustainable fashion atau thrifting, yang
bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari fashion dengan
mempromosikan penggunaan bahan daur ulang atau upcycled, mengurangi limbah,

dan meminimalkan emisi karbon.

Menurut Katadata, berbelanja di toko barang bekas merupakan alternatif
untuk mengonsumsi pakaian murah dan mendukung sustainable living. Menurut
World Wide Fund For Nature (WWF), sustainable living merupakan gaya hidup
yang menyeimbangkan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia dan melindungi alam dari degradasi dan kerusakan lingkungan. Untuk
mengatasinya, banyak aktivis lingkungan yang menganjurkan masyarakat untuk
membeli baju bekas di thrift store. Munculnya thrift store dipandang sebagai solusi
untuk mengatasi limbah pakaian dan mempromosikan sustainable living yang
berdampak positif bagi lingkungan.

Berdasarkan penjelasan Azizah Fatah,dkk., Perdagangan industri pakaian
semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak merek
Indonesia yang sudak mendunia dan sebaliknya banyak merek Luar Negeri yang
masuk ke Indonesia, seperti Champion, Dickies, GAP dan merek terkenal lainnya.
Barang merek luar negeri ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal inilah yang
menjadi ide pengusaha thrifting untuk melakukan perdagangan barang bekas impor
yang menawarkan harga lebih murah, namun dengan kualitas yang mewah.(Jurnal
Economina, Januari 2023:1)

Di Indonesia, industri thrifting sedang berkembang pesat dalam masa
pemulihan pasca covid 19, didorong oleh peningkatan kesadaran akan isu lingkungan
dan perubahan preferensi konsumen. Namun, industri ini juga menghadapi beberapa
tantangan, termasuk hambatan regulasi yang mempengaruhi kemampuan mereka
untuk mengakses pembiayaan, memperluas bisnis, dan mematuhi peraturan

pemerintah.



Salah satu regulasi yang mempengaruhi industri thrifting di Indonesia adalah
Penanaman Modal Dalam Negeri (P3DN), yang bertujuan untuk meningkatkan
investasi dalam negeri di negara tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menarik minat
investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dan berinvestasi dalam sektor
tertentu untuk memenuhi syarat untuk insentif tertentu, seperti pembebasan pajak dan
akses ke proyek pengadaan pemerintah.

Regulasi P3DN dimaksudkan untuk mendukung investasi dalam negeri dan
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, regulasi ini
juga menciptakan beberapa tantangan bagi industri thrifting. Pertama, regulasi ini
meminta investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal, yang dapat menjadi
tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di industri thrifting yang mungkin
tidak memiliki sumber daya atau jaringan yang diperlukan untuk membentuk

kemitraan dengan investor asing.

Kedua, regulasi ini menetapkan beberapa sektor yang memenuhi syarat untuk
insentif, yang tidak termasuk industri thrifting. Hal ini membatasi kemampuan
industri thrifting untuk mengakses pembiayaan dan insentif yang dapat membantu
mereka memperluas bisnis dan meningkatkan operasi mereka.

Ketiga, regulasi ini meminta investor untuk menggunakan barang dan jasa
dalam negeri sebanyak mungkin, yang dapat menjadi tantangan bagi industri
thrifting. Industri ini bergantung pada ketersediaan bahan daur ulang atau upcycled,

yang mungkin tidak tersedia secara mudah di Indonesia dan mungkin perlu diimpor.

Keempat, regulasi ini meminta investor untuk mematuhi peraturan
lingkungan, yang sulit untuk dipenuhi oleh industri thrifting. Meskipun industri ini
bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan daur
ulang atau upcycled, pengusaha industri thrifting masih mungkin menghadapi
tantangan dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Terakhir, regulasi ini dapat membantu mempromosikan sustainable living
dengan menuntut investor untuk mematuhi peraturan lingkungan. Hal ini dapat
menciptakan panggung yang lebih adil bagi perusahaan yang berkelanjutan,
mengurangi daya saing perusahaan yang tidak memprioritaskan keberlanjutan
lingkungan. Oleh karena itu, industri thrifting di Indonesia menghadapi sejumlah

tantangan dalam mematuhi regulasi P3DN sambil mengejar tujuan keberlanjutan



mereka. Namun, ada juga peluang yang disajikan oleh regulasi ini bagi industri
tersebut.

Selain tujuan regulasi P3DN yang telah dijabarkan, dampak regulasi P3DN
terhadap thrifting fashion pada thrift store di Indonesia dapat dianalisis melalui
beberapa faktor penyebab yang mempengaruhinya, seperti:

1. Regulasi
a. Perizinan dan persyaratan dalam membuka toko atau bisnis baru menjadi
lebih sulit
b. Biaya produksi lebih tinggi
c. Konsumen membeli produk baru
2. Income
a. Pendapatan negara bertambah
b. Pendapatan pengusaha thrift store berkurang
c. Pendapatan masyarakat masih rendah
3. Material
a. Keterbatasan bahan baku
b. Alternatif bahan baku ramah lingkungan
c. Bahan baku tidak ramah lingkungan
4. Infrastruktur
a. Kesulitan memasarkan produk thrift store
b. Kurangnya aksesibilitas produk thrift di toko-toko
c. Berkembangnya E-commerce
5. Environment
a. Jumlah thrift store berkurang
b. Local product bertambah
c. Kesadaran lingkungan meningkat
6. Human
a. Mengurangi ketergantungan impor
b. Persaingan ketat para pelaku usaha thrifting
c. Pengusaha thrifting beralih bisnis



Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, analisis kebijakan ini bertujuan untuk
mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya regulasi P3DN dan

larangan impor terhadap perdagangan thrifting di Indonesia.

Methode Approach

Metode yang digunakan untuk menganalisi permasalahan yang telah
diuraikan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Analisis kebijakan,
yaitu melakukan analisis mendalam tentang tujuan, dampak dan pengaruh regulasi
P3DN dan larangan impor dalam kegiatan thrifting fashion di Indonesia.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pandangan dan
pengalaman subjektif dari pelaku industri dan konsumen mengenai regulasi P3DN
dan larangan impor. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan teknik
pengambilan data melalui observasi partisipatif yang diambil dari media social dan

wawancara kepada pelaku thrifting melalui whatssapp dan media digital lainnya.

Result Body

1. Thrifting Fashion

Kata Thrifting merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris “Thrift” yang
diambil dari kata “Thrive” yang berarti berkembang dan maju. Sedangkan kata
“Thrify” dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang secara baik dan
efisien (Gafara, 2019).

Thrifting adalah sebuah kegiatan atau metode dalam berbelanja yang
bertujuan untuk penghematan dan supaya biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja
keluar seminimal mungkin. Benda-benda dan pakaian bekas memiliki banyak
julukan yang berbeda di setiap daerah, seperti di Lampung pakaian bekas dikenal
dengan nama ‘Baju Batam”. Sedangkan di Palembang dikenal dengan nama
“Buru’an Jambi” dan di kalimantan Utara pakaian bekas dikenal dengan sebutan
“Baju Cakar (Cap Karung”. Kemudian di Sumatra Utara pakaian bekas dikenal
dengan sebutan “Monza” yang merupakan akronim dari Monginsidi Plaza, yaitu
tempat penjual pakaian bekas di Medan. Di daerah Surabaya memiliki sebutan yang

paling terkenal, yaitu “Cakaran” atau Obok-obok (Virginia, 2022:2).



2. Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Produk Dalam Negeri

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2018, produk dalam negeri

adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di

Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara

Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh

atau sebagian berasal dari dalam negeri.

b. Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dalam instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa:
Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-
undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri
dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  yang menggunakan produk  dalam negeri di
Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah.

Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai
anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk
produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Koperasi.

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (Tim P3DN)
pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, termasuk roadmap
peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk
tayang dalam Katalog Elektronik.



7) Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023
sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.

8) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen
Dalam negeri (TKDN) palin sedikit 25% apabila terdapat produk dalam
negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan
minimal 40%.

9) Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

10) Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

11) Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk
yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

12) Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam
negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

13) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara
elektronik paling lambat tahun 2023.

14) Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan
mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi menjadi
bagian dari rantai pasok industri global.

15) Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling
sedikir 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16) Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui penerapan Satu Data
Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam



pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem
Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE).

c. Larangan Impor Pakaian Bekas dan Barang Dilarang Ekspor dan Impor

Menurut Permendag Nomor 12 Tahun 2020, menteri telah menetapkan barang-

barang yang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a.

Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk
sosial, budaya dan moral masyarakat

Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan

tumbuhan dan lingkungan hidup

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas menyatakan bahwa pakaian

bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman

untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan peraturan ini dibuat untuk

melindungi kepentingan konsumen sehingga perlu melarang impor pakaian bekas.

Menurut hasil observasi, dampak regulasi P3DN terhadap thrifting fashion

pada thrift store di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Regulasi

a. Perizinan dan persyaratan dalam membuka toko atau bisnis baru menjadi lebih

sulit dan memakan waktu yang lama terutama bagi pelaku usaha kecil dan

menengah

b. Biaya produksi lebih tinggi karena regulasi tersebut membuat pengusaha harus
berinvestasi lebih banyak dalam pabrik dan peralatan produksi. Hal ini
menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi dan harga jual barang-
barang thrift store menjadi lebih mahal

c. Konsumen membeli produk baru sebagai akibat dari mahalnya harga jual
produk thrift store

2. Income
a. Pendapatan negara bertambah yang berasalah dari penghasilan pajak barang

lokal maupun impor (bea cukai)



b. Pendapatan pengusaha thrift store berkurang karena Regulasi P3DN dapat
mengurangi pendapatan dan daya beli konsumen karena adanya potensi
kenaikan harga produk-produk thrift store. Hal ini dapat mengurangi minat
konsumen dalam berbelanja di thrift store dan beralih ke tempat belanja yang
lebih terjangkau.

c. Pendapatan masyarakat masih rendah
Sebagian besar penduduk Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang
rendah sehingga mereka lebih memilih untuk membeli barang baru dengan
harga yang lebih murah daripada membeli barang bekas atau barang bekas
impor yang dijual dengan harga yang relatif tinggi di toko-toko thrifting
fashion.

3. Material

a. Keterbatasan bahan baku
Para pelaku thrifting kesulitan mencari bahan baku yang berkualitas dan
ramah lingkungan

b. Alternatif bahan baku ramah lingkungan
Para pelaku thrifting berinovasi dalam memilih produk dengan bahan baku
alternatif atau melakukan pembaharuan terhadap produk thrifting

c. Bahan baku tidak ramah lingkungan

Regulasi tersebut membawa pengaruh yang cukup signifikan karena dapat

mengurangi bahan baku yang tidak ramah lingkungan

4. Infrastruktur

a.

C.

Kesulitan memasarkan produk thrift store karena kurangnya promosi yang
dibatasi, menghambat distribusi dan pengirimin produk.

Kurangnya aksesibilitas produk thrift di toko-toko

Regulasi P3DN dapat mengurangi aksesibilitas terhadap thrifting fashion
karena adanya potensi pengurangan jumlah thrift store yang tersedia di pasar.
Hal ini dapat membuat konsumen kesulitan dalam mencari barang-barang
thrift store dan beralih ke tempat belanja yang lebih mudah dijangkau.

Berkembangnya E-commerce



Kurangnya infrastruktur menjadi tantangan karena bisa menghambat distribusi
dan pengiriman produk. Namun, membuka peluang perkembangan E-
Commerce yang dapat mengirimkan produk secara online.
5. Environment

a. Jumlah thrift store berkurang
Karena impor barang yang dibatasi dan perizinan yang rumit dan memakan
waktu membuat thrift store tidak dapat membuka toko terkait sanksi yang
akan diberlakukan.

b. Local product bertambah
Dampak dari regulasi ini, produk lokal menjadi bertambah sehingga menjadi
tantangan untuk produk thrifting untuk berinovasi dan bersaing dari segi
kualitas dan harga.

c. Kesadaran lingkungan meningkat
Biaya produksi tinggi menjadi tantangan karena bisa membuat produk
thrifting lebih mahal dibandingkan dengan produk konvensional. Sebaliknya,
menjadi peluang untuk mendorong konsumen memilih produk yang ramah
lingkungan.

6. Human

a. Mengurangi ketergantungan impor
Regulasi P3DN menjadi tantangan bagi industri thrifting karena dengan
adanya regulasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor bahan. Di
lain pihak, dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi lokal.

b. Persaingan ketat para pelaku usaha thrifting
Kelangkaan bahan baku, sulitnya impor barang menimbulkan persaingan di
antara pelaku thrifting

c. Pengusaha thrifting beralih bisnis
Karena sulitnya produksi, pemasaran dan distribusi menyebabkan pelaku

thrifting beralih bisnis dan membuka bisnis yang baru yang legal
Dan menurut hasil wawancara dan penelusuran melalui media sosial, regulasi ini

tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Para pelaku thrifting bisa

mengimpor barang melalui teman atau saudara yang sedang berlibur atau tinggal di
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Negara tujuan impor barang thrifting. Kemudian mereka akan menjual barang-
barang tersebut melalui media sosial, seperti instagram, website, twitter dan
whatsapp. Tujuan pemasaran mereka adalah komunitas thrifting yang biasanya
menjadi agen atau distributor penjualan barang thrifting dan juga para remaja pecinta

fashion.

Conclusion

Secara kesimpulannya, regulasi P3DN memberikan tantangan dan peluang bagi
industri thrifting di Indonesia. Meskipun regulasi ini dapat menciptakan hambatan
bagi industri dalam mengakses pembiayaan dan memenuhi regulasi pemerintah,
namun juga memberikan kesempatan bagi industri untuk bersaing, memperluas
bisnis, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, sangat
penting bagi industri untuk memahami dan mengarungi lanskap regulasi di Indonesia
dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang

yang disajikan oleh regulasi P3DN.
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